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Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap adanya 
kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya 
potensial, sebagai berikut: (a) Bahwa Pemohon adalah penggiat informasi publik dan 
pengamat kebijakan publik di Provinsi Banten yang seringkali dimintai pendapatnya dan 
membuat rilis terkait isu-isu kebijakan publik di Provinsi Banten; (b) Bahwa Pemohon pernah 
mengadukan media cetak (versi Dewan Pers) lokal di Provinsi Banten yang produknya 
dalam bentuk e-paper dengan inisial “BP” terkait dugaan penggunaan data Dapodik 2 
sekolah, yakni SMKN 2 Kota Serang dan SMAN 2 Pandeglang Provinsi Banten mengenai 
data honorer tenaga guru dan tenaga tata usaha di sekolah yang diduga palsu/isinya tidak 
benar disertai adanya keterlibatan para pejabat di Pemprov. Banten, yang telah beroperasi 
selama lebih dari 11 tahun ke Dewan Pers dan Pemohon juga seringkali dijadikan 
narasumber oleh media tersebut dan juga merupakan pelanggan dari media tersebut; (c) 
Bahwa Pemohon juga pernah mengadukan atas dugaan pencurian listrik di kegiatan 
Podcast SMAN 2 Pandeglang tanpa izin dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab 
sekolah dan ketika Pemohon meminta tanggapan dari Dewan Pers terkait pemberitaan yang 
dilakukan media online “BP” yang tidak terdata di Dewan Pers, yang diduga memberitakan 
berita hoax tentang kriminalisasi guru; dan (d) Bahwa Pemohon tidak dapat melakukan 
pelaporan ke APH (Kepolisian) atas dugaan tindak pidana yakni berupa dugaan penyebaran 
berita bohong (hoax) karena berlakunya pasal a quo. 

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh 
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 15 ayat 
(1) huruf d UU 40/1999 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan Pemohon. 

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Pemohon menjelaskan hubungan sebab akibat 
antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya frasa ”kasus-kasus yang 
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berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 
sepanjang dimaknai “semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan 
dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers” karena dapat 
menimbulkan rasa ketidakadilan bagi insan pers yang media massanya terdata di Dewan 
Pers yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan media massa yang tidak terdata di 
Dewan Pers. Selain itu, Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil 
karena seharusnya ketentuan pasal a quo hanya dapat dilakukan terhadap media massa 
yang terdata di Dewan Pers sedangkan bagi media massa yang tidak terdata di Dewan Pers 
dapat langsung dilakukan upaya hukum baik melakukan gugatan perdata maupun upaya 
pidana. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan 
hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara 
spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon baik secara aktual atau 
setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. 
Oleh karenanya, telah terbukti adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang 
dimohonkan pengujian. Dengan demikian, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka 
anggapan kerugian Pemohon dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi, sehingga 
terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 
40/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak 
terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 54 UU MK. 

Berkenaan dengan dalil Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas frasa “kasus-
kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d 
UU 40/1999 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai 
“semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh 
perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers”. Berkenaan dengan dalil Pemohon a 
quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  

Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih 
dahulu bahwa untuk memahami secara komprehensif ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d 
UU 40/1999 yang dimohonkan pengujiannya tidak dapat dipisahkan dari norma-norma 
lainnya. Dalam kaitan ini, norma a quo berkelindan dengan fungsi Dewan Pers lainnya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU 40/1999 yang pada pokoknya 
menyatakan fungsi Dewan Pers adalah mengembangkan komunikasi antara pers, 
masyarakat, dan pemerintah. Secara substansial, ketentuan pasal a quo telah 
mengakomodir hal yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon, yang mempersoalkan 
konstitusionalitas fungsi Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan 
penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan 
pemberitaan pers. Fungsi ini juga merupakan bagian dari upaya Dewan Pers mewujudkan 
ketentuan peran serta masyarakat yang juga dijamin dalam Pasal 17 UU 40/1999 di mana 
salah satu kegiatan masyarakat dimaksud dapat berupa memantau dan melaporkan analisis 
mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh 
pers. Bahkan, dalam rangka pemantauan tersebut masyarakat dapat membentuk lembaga 
organisasi pemantau media (media watch) [vide Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Penjelasan 
UU 40/1999]. Dalam konteks ini, hak masyarakat memantau pemberitaan pers tersebut 
merupakan bagian dari fungsi kontrol yang dilakukan melalui kegiatan yang dapat menjamin 
hak memperoleh informasi yang diperlukan. Karena, UU 40/1999 telah memberikan jaminan 
terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan 
penyiaran [vide Pasal 4 ayat (2) UU 40/1999]. Oleh karenanya dalam melaksanakan fungsi 
kontrol publik tersebut, masyarakat dapat mengusulkan dan memberikan saran kepada 
Dewan Pers agar dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional [vide Pasal 17 
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ayat (2) huruf b UU 40/1999]. Pemantauan atau kontrol publik penting untuk dilakukan 
sebagai wujud membangun keseimbangan dengan kewajiban pers nasional yang 
memberitakan peristiwa dan opini kepada publik dengan tetap menghormati norma-norma 
agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah [vide Pasal 5 ayat 
(1) UU 40/1999].  Dalam negara yang berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila adanya 
penghormatan terhadap hal-hal tersebut merupakan rambu-rambu penting dalam 
pemberitaan sehingga tetap terjamin keberadaban kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, 
berkaitan dengan norma Pasal 5 ayat (1) UU a quo dijelaskan lebih lanjut bahwa pers 
nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan 
kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, 
serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan 
tersebut [vide Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 40/1999]. 

Dalam kaitan dengan pertimbangan hukum di atas menjadi penting untuk menegaskan 
mengenai arti fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 
40/1999 yang memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan 
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam konteks 
ini, terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan maka untuk 
mempertanggungjawabkan pemberitaannya tersebut di depan hukum, wartawan mempunyai 
hak tolak yakni hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama 
atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya [vide Pasal 1 angka 10 
dan Pasal 4 ayat (4) UU 40/1999]. Oleh karena itu, berkaitan dengan fungsi Dewan Pers 
dalam memberikan pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat tersebut pun dilakukan 
dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Hak 
jawab dan hak koreksi dimaksud sesungguhnya merupakan bagian dari kontrol publik yang 
dijamin oleh UU 40/1999 [vide Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/1999]. Oleh karenanya, 
menjadi bagian kewajiban pers untuk melayaninya yakni melakukan koreksi atau ralat 
terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah 
diberitakan oleh pers yang bersangkutan [vide Pasal 1 angka 13 UU 40/1999]. 

Dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “kasus-kasus yang 
berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 yang 
dianggap Pemohon sebagai dasar berlindungnya Dewan Pers menyelesaikan sengketa 
pemberitaan/kasus pers dengan hak jawab atau hak koreksi tanpa dapat menggunakan hak 
untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana walaupun yang melakukan adalah media 
yang perusahaan persnya tidak terdata di Dewan Pers sehingga tidak sejalan dengan 
ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang 
Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Hal tersebut juga menurut Pemohon menimbulkan 
diskriminasi hukum karena berbeda jika dilakukan oleh orang yang bukan berprofesi 
wartawan atau bukan perusahaan yang bergerak di bidang pers yang mengunggah 
tulisan/pemberitaan di media sosial/media online, maka atas pemberitaan tersebut, apabila 
hoax atau mencemarkan nama baik, dapat dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian dengan 
menggunakan UU ITE. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami 
Pemohon dan menilai legalitas Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017, 
menurut Mahkamah hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma bukan 
persoalan konstitusionalitas norma sehingga Mahkamah tidak berwenang menilainya. 
Terlebih lagi, Pemohon dalam menguraikan argumentasi konstitusionalitas norma Pasal 15 
ayat (2) huruf d UU 40/1999 telah keliru, karena hanya memahami norma dimaksud secara 
parsial atau tidak membacanya secara utuh/komprehensif dalam kaitan dengan norma-
norma lainnya. Apabila yang dipersoalkan oleh Pemohon semua pemberitaan pers termasuk 
yang mengandung delik pers sudah diatur tersendiri dalam Bab VIII tentang Ketentuan 
Pidana, yaitu pada Pasal 18 UU 40/1999. Lebih lanjut, apabila yang dipersoalkan termasuk 
perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers, rumusan norma tersebut merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan norma Pasal 1 angka 2 UU 40/1999, yang 
menyatakan, “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan 
usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta 
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perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau 
menyalurkan informasi.” Dengan demikian, yang dimaksud dengan perusahaan pers sudah 
secara jelas diuraikan dalam Ketentuan Umum UU 40/1999. Lebih lanjut, menjadi fungsi 
Dewan Pers untuk mendata perusahaan pers dimaksud [vide Pasal 15 ayat (2) huruf g UU 
40/1999]. 

Apabila norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 dimaknai sebagaimana 
petitum Pemohon maka yang akan terjadi justru kebebasan berkomunikasi antara pers, 
masyarakat, dan pemerintah harus terdata di Dewan Pers, dan hal tersebut akan 
mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam 
Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Terlebih jika dicermati petitum permohonan, 
Pemohon justru menghendaki ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 
inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa, “kasus-kasus yang berhubungan dengan 
pemberitaan pers” dimaknai “semua pemberitaan pers, termasuk yang mengandung delik 
pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers”. Dengan 
demikian, hal itu menunjukkan justru Pemohon menegaskan bahwa tidak ada persoalan 
konstitusionalitas norma di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan 
norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 telah ternyata tidak terdapat pertentangan 
dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta tidak menimbulkan 
diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, permohonan 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap hal-hal lain dan 
selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 

Bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 


